
 

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  

TAHUN 2019 NOMOR 3 

 
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 3 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SALATIGA, 

Menimbang  :  bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  320   dan Pasal 

322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan  Jawa Barat; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua 

6. atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

 

 

 

 

 

SALINAN 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1992  Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3500); 

8. Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2); 

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9); 

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  

2018  (Lembaran  Daerah  Kota  Salatiga  Tahun 2017 Nomor 

47); 

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 48 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 

Nomor 48); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA 

dan 

WALIKOTA SALATIGA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran  Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berupa laporan 

keuangan memuat: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. neraca; 

d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas; 

f. laporan perubahan ekuitas; 

g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 

keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut: 
a. Pendapatan Rp 889.992.411.250,00 

b. Belanja Rp 923.538.238.485,00 

Surplus/ 

defisit 

c. Pembiayaan 

-Penerimaan  Rp 291.800.636.661,00 

-Pengeluaran Rp 0,00 

Surplus/ 

defisit 

 

 

(Rp 33.545.827.235,00) 
 
 

 

 
 

Rp 291.800.636.661,00 

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 258.254.809.426,00 

/SILPA 

 
Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 sebagai berikut: 

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp5.378.742.750,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. anggaran pendapatan setelah 

perubahan 

Rp 895.371.154.000,00 

b.  realisasi Rp 889.992.411.250,00 

selisih lebih/(kurang) Rp  5.378.742.750,00 
 

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

(Rp263.633.551.515,00) dengan rincian sebagai berikut: 

a. anggaran belanja setelah 

perubahan 

Rp 1.187.171.790.000,00 

b.  realisasi Rp 923.538.238.485,00 

selisih lebih/(kurang) (Rp 263.633.551.515,00) 
 

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

(Rp258.254.808.765,00) dengan rincian sebagai berikut: 

a. anggaran surplus/defisit (Rp 291.800.636.000,00) 

b. realisasi (Rp  33.545.827.235,00) 

selisih lebih/(kurang) (Rp 258.254.808.765,00) 
 

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp661,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. anggaran penerimaan 

pembiayaan setelah 

perubahan 

Rp 291.800.636.000,00 

b. realisasi Rp 291.800.636.661,00 

selisih lebih/(kurang) Rp  661,00 



5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. anggaran pengeluaran 

pembiayaan setelah 

perubahan 

Rp 0,00 

b. realisasi Rp 0,00 

selisih lebih/(kurang) Rp 0,00 
 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 

Rp 78.975.825,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan 

Rp 291.800.636.000,00 

b. realisasi Rp 291.800.636.661,00 

selisih lebih/(kurang) Rp  661,00 
 

Pasal 4 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018 sebagai 

berikut: 

a. saldo anggaran lebih awal        Rp      291.800.636.661,00 

b. penggunaan saldo anggaran 

lebih sebagai penerimaaan 

(Rp 291.800.636.661,00) 

pembiayaan tahun berjalan    

sub total (a+b) Rp 0,00 
 

c. Sisa Lebih/Kurang 

Pembiayaan  Anggaran 

Rp 258.254.809.426,00 

(SiLPA/SiKPA)    

sub total (c) Rp 258.254.809.426,00 

d. koreksi kesalahan 

pembukuan  tahun 

sebelumnya (d) 

Rp 0,00 

e. lain-lain (e)  Rp 0,00 

Saldo anggaran lebih akhir 

(c+d+e) 

 

Rp 258.254.809.426,00 
 



Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c 

per 31 Desember 2018 sebagai berikut: 

a. jumlah aset Rp 3.112.709.787.205,55 

b. jumlah kewajiban Rp 24.337.998.030,67 

c. jumlah ekuitas Rp 3.088.371.789.174,88 

Pasal 6 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1  

ayat (1) huruf d per 31 Desember 2018 sebagai berikut: 

kegiatan operasional 

pendapatan Rp 903.775.776.367,21 

beban Rp 825.290.399.128,18 

surplus/defisit dari operasi Rp 78.485.377.239,13 

surplus/defisit dari kegiatan Rp 0,00 

non operasional 

surplus/defisit sebelum pos luar 
 
Rp 

 
0,00 

biasa   

pos luar biasa (Rp 57.571.543,00) 

surplus/defisit laporan 

operasional 

Rp 54.601.523.570,25 

 

Pasal 7 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

2018 sebagai berikut: 

a. saldo kas awal per 1 Januari Rp 290.343.750.008,00 

2018   

b. arus kas dari aktivitas operasi Rp 185.081.745.209,00 

c. arus kas dari aktivitas investasi (Rp 218.671.094.327,00) 

d. arus kas dari aktivitas (Rp 0,00) 

pendanaan   

e. arus kas dari aktivitas Rp 0,00 

transitoris    

f. saldo kas akhir per 31 Rp 259.812.533.085,00 

Desember 2018    

 
Pasal 8 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 

1 ayat (1) huruf f sebagai berikut: 
 

a. ekuitas awal Rp 3.021.562.981.964,48 

b. surplus/defisit-laporan 

operasional 

Rp 54.601.523.570,25 

c. dampak kumulatif perubahan Rp 0,00 

d. koreksi nilai persediaan Rp 0,00 

e. selisih revaluasi aset tetap Rp 0,00 

f. lain-lain (Rp 12.207.283.640,15) 

g. ekuitas akhir Rp 3.088.371.789.174,88 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 

 

 



Pasal 10 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam lampiran, terdiri atas: 

a. lampiran I : laporan realisasi anggaran; 

lampiran I.1      : ringkasan laporan realisasi anggaran 

              menurut urusan pemerintahan daerah        

                           dan organisasi; 

lampiran I.2  : rincian laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

lampiran I.3  : rekapitulasi realisasi anggaran 

belanja daerah menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 

program dan kegiatan; dan 

lampiran I.4  : rekapitulasi realisasi anggaran 

belanja daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan 

daerah dan fungsi dalam kerangka 

pengelolaan keuangan negara; 

lampiran II  : laporan perubahan saldo anggaranlebih; 
lampiran III  :  neraca; 
lampiran IV : laporan operasional; lampir 

lampiran V : laporan perubahan ekuitas; 

lampiran VI : laporan arus kas; 

lampiran VII : catatan atas laporan keuangan; 

lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah; 

lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan 

 piutang tidak tertagih; 

lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan 

   penyisihan dana bergulir; 

lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) 

    daerah; 

lampiran XII : daftar rekapitulsi realisasi 

 penambahan dan pengurangan aset tetap         

       daerah; 

lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;   

lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam 

pekerjaan; 

lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya; 

lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah; dan 

lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek; 

lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang; 

lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran berikutnya (DPA-L); 

lampiran XX   :  ikhtisar laporan keuangan badan 

   usaha milik daerah/perusahaan 

    daerah 

 
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini. 

 

 

 



Pasal 11 

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih 

lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

 
Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. 

 
Ditetapkan di Salatiga pada 
tanggal 21 Agustus 2019 

 
WALIKOTA SALATIGA, 

 
 

     ttd 

YULIYANTO 
 

Diundangkan di Salatiga 
pada tanggal 21 Agustus 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, 
 
 

                           ttd 
FAKRUROJI 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 3 

 

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: 
(3-286/2019) 
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